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ABSTRAK

Rezki Angkasa Tofriani

PENERAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL
KARYAWAN DI PERUSAHAAN DITINJAU

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

(Studi kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di kota Pangkalpinang)

Skripsi Fakultas Hukum 2016

Kata Kunci : Upah Minimum Regional.

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh
para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para
pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.
Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum
ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota serta pelaksanaan tahapan
pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan Menteri. Adapun
tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan
pembayaran gaji atau upah pada perusahaan  ditinjau Undang-undang No 13
Tahun 2003 dan untuk mengetahui pengaturan hukum ketenagakerjaan tentang
pembayaran upah serta sanksi apa yang diterima oleh perusahaan apabila memberi
upah atau gaji kepada karyawannya tidak sesuai dengan upah minimum regional
yang telah ditetapkan di kota Pangkalpinang Adapun hasil penelitian dalam
penulisan skripsi ini adalah berdasarkan pengusaha wajib mencatatkan penetapan
upah kepada instansi, apabila pengusaha tidak mencatatkan Penerapan Upah
Minimum Provinsi tersebut berarti pengusaha telah melalaikan kewajibannya,
yang berarti juga pengusaha telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku mengakibaatkan penetapan Upah
yang telah ditetapkan batal demi hukum.
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ABSTRACT
Rezki Angkasa Tofriani

MINIMUM WAGE DETERMINATION OF REGIONAL
EMPLOYEES IN THE COMPANY REVIEWED

OF LAW NUMBER 13 OF 2003
ABOUT EMPLOYMENT

(A case study in the Department of Social Welfare and Labor in Pangkalpinang)

Faculty of Law 2016

Keywords: Regional Minimum Wage

Minimum Wage is a minimum standard that is used by employers or industry
players to provide wages to employees, employees or workers in the business
environment or work. The government set the minimum wage based on the need
for decent living by taking into account productivity and economic growth. The
minimum wage is determined by the Governor with regard to the recommendation
of Provincial Wage Council and / or the Regent / Mayor as well as the
implementation phases of achieving a decent living necessities regulated by
ministerial decision. The purpose of the research in this thesis is to investigate the
application of payment of salary or wages to the company in terms of Law No. 13
of 2003 and to determine the arrangement of labor law on the payment of wages
and what sanctions received by the company if given a wage or salary to its
employees does not match with regional minimum wage has been set in the city of
Pangkalpinang the research results in this thesis is based on the employer must
record wage determination to the agency, if the employer does not record
Application of Provincial minimum wage means that employers have neglected its
obligations, which means the businessman has done that contrary to the laws and
regulations applicable wage determination mengakibaatkan predetermined null
and void.
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